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K ATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah
kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat
Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam
memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan
mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai
dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
Tahun 2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten
Karimun, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan
strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan
permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Mengingat hal tersebut maka semua pimpinan dan staf Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Lingga harus melaksanakannnya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kineria. Untuk menjamin keberhasilan
pelakanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lingga yaitu Meniadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang
Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER
dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang tetah
berpartisipasi mewuiudkan Renstra KPU Kabupaten Karimun Tahun 2019
disampaikan ucapan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat
dalam mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara

Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Karimun, Februari 2020
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BABI
PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan suatu tujuan Komisi Pemihan Umum yang mandiri, profesional dan
berintegritas diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah proses mendefinisikan
tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana
aktivitas kerja organisasi.

Perencanaan strategis merupakan upaya untuk melaksanakan tiga langkah penting yaitu,
pertama, mengidentifikasi kecenderungan, ancaman, dan peluang, dimana hasilnya mungkin dapat
mengubah kecenderungan historis. Kedua, menyempurnakan performance organisasi yang didorong
oleh adanya kondisi kompetitif, Ketiga, membandingkan unit kerja dalam organisasi untuk menyusun
prioritas pengembangan dengan cara mengalokasikan sumber daya strategis berdasarkan prospek tiap
unit kerja.

Komisi Pemilhan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga penyelenggara pemilihan
umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maka dituntut
menjadi lembaga yang independen.

Dalam menyelenggarakan oraganisasi ini maka diperlukan Rencana Strategis yang di susun
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 — 2024 yang menjadi dasar untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu Rencana Strategis ini berpedoman pada RPIMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk melaksanakan tugas dan fimgsinya selama perode 5 (lima)
tahun kedepan.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan tittk awal strategis bagi
peningkatan kualitas demokrasi, Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam
mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil
menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.
Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilibat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan
peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan
dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurmaan aturan
tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting

2



secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran
strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan
Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berdasarkan pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota
DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi
serta anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi suara di PPK;

g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabuapten/kota dan KPU Provinsi;

h) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilth sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabuapten/kota yang bersangutan dan membaut
berita acaranya,

1) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu
kabuapaten/kota

j) Menyosialisasikan penyelanggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Kabuapten/kota kepada masyarakat;

k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu;dan

1) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

| Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu

‘ oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh



Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-
undang Nomor 07 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabuapten bertugas:

a)
b)

c)
d)

g)

h)

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemily;

Memberikan dukungan teknis administratif;
Membantu tugas pelaksanaan KPU Kabuapten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;

Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur;
Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
Kabuapten/Kota;
Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
Kabuapten
Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekyetariat KPU Provinsi
terdiri dari :

1.

2
3.
4
5

Sekretaris KPU Kabupaten,

. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Kepala Sub Bagian Program dan Data

. Kepala Sub Bagian Hukum
. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

dan dibantu oleh Pegawai dan Staf baik dari Lingkungan KPU maupun dari Pemda yang terdiri dari
: Pegawai Organik 11 Orang, Pegawai Pemda (DPK) 2 Orang, Honor APBN 5 Orang, Honor Pemda
6 Orang, Tenaga Pendukung 8 Orang.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabuapten Karimun
didukung oleh 12 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang
pendidikan. Rincian jumlah pejabat pada Sekretariat KPU Kabuapten
Karimun dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah pejabat pada Sekretariat KPU Kabupaten Karimun

NO | ESELON TJUMLAH
L _ i _ (ORANG) .

- e e L - 1

2 v 3

1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Karimun dapat dilihat pada gambar
1.1 dibawah inl



ANGGOTA
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi
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1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya
pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak
terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1). keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan
akuntabilitas;

2). adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk
berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3). kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan
masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komuisi
Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi
(MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi

pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang
berupa kekuatan (trengtfy dan kelemahan (wegknesse) sumber daya dalam organisasi,
serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threatf) yang
dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-
dim

ensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun
ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek
Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran,
Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi
Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders

12.1. Potensi

A. Aspek Kelembagaan

Dari evaluast organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek
kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima
tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Berdasarkan gambar 6 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU
telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan



yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap

potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

¥ Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas

B.

intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014
dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi
yang’ dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju
organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.

Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai
penyelenggara pemilu Indonesia.

Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi schingga setiap

pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana
ditunjukkan pada gambar 7 dibawah ini
Berdasarkan gambar 7 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya
menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan
yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian
pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat
beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan
sebagai berikut:

v Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang

pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat
kelembagaan KPU yang bersifat nasional.

Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan
purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetenst pegawai melalui pemberian
izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.

Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil {perdata)
terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan Pemberian sanksi ini diperkuat dengan
adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa,
mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota KPU.



C. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil,
secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adapfif, responsif dan
komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju
masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis
lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:
v’ Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk
membawa KPU kearah lebih baik.
v’ Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
v Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi
organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi
dengan baik.
v Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar
seluruh elemen organisasi.
v Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan
menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
v" Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pemyataan dengan
hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini
Berdasarkan gambar 9 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat
perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal
ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar
10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek
perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

v Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif

seluruh elemen organisasi.
v' Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
v" Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



v' Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi
anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas
dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

E. aspek business process dan kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi
dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada
gambar 10 dibawah ini.

Berdasarkan gambar 10 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan
tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dar proporsi
pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 31% atas
aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan
dapat diuraikan sebagai berikut:

v Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan
mekanisme/tatalaksana kega. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki
mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan
masukan dari berbagai stakeholders

v" Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan
yang jelas dan mudah dipahami.

v Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun
eksternal.

v' Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan
organisasi dengan baik.

v' Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

F. aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga
pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 11 dibawah ini

Berdasarkan gambar 11 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan
dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal tni terlihat dart
proporsi pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55%
atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan
teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:
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v Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.

v Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.

v Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kepada stakeholders.

G. aspek hubungan dengan stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi

Telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Hal ini terlihat dari proporsi

pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 15% dan 64% atas

aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan

stakeholdersdapat divraikan sebagai berikut:

v Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan
kinerja organtsasi.

v Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

v Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada
stakeholder's yang ada

122, Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU
dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi
maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari
yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena
itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada
kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya

dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Kelembagaan
» Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang
bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut
masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
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» Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit ketja
sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja
organisasi.

% Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang
memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang
beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.

» Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan

»> Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang
berdekatan

B. SDM

» Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga
menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

. Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS
terkart baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut
menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan
umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk
meningkatkan kinerja mereka.

. Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban
kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.

» Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawat KPU, khususnya dalam tahap verifikasi
administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari
masyarakat.

» Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan
komposist pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai
lulusan SMU/sederajat.

» Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan
Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan beban kerja pegawai.

> Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung
mempengaruhi kinerja pegawai.

C. Kepemimpinan

12



Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perhal
ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi
lambat.

D. Perencanaan dan Anggaran

» Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisast, khususnya
anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

» Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinetja, pelaporan kinerja dan evaluasi
kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai
dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.

> Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas
laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh
BPK.

E. Business Process dan Kebijakan

» Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

» Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap
jenis layanan yang berikan.

» Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan
tepat.

» Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya
dilakukan.

F. Dukungan Infrastruktur dan IT

» Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi.

» Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki
oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU
yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan

kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

G. Hubungan dengan Stakeholders

> Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
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merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.

» Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU

karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

» Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan

efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam

menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada

pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai

berikut:

> Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh

karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas

kinerja KPU.

» Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

> Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor

kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam

tabel 5 berikut:
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesses)

*  Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011
tentang penyelenggara pemilu (S1)

*  Komitmen pimpinan kuat (52}

*  Reformasi Birokrasi yang telah
dicanangkan (S3)

+  SDM yang besar (S4)

Overlapping program dan kegiatan antar
unit kerja (W1)

Beban kerja pegawat tidak proporsional
(W2)

Disparitas kompetensi pegawai (W3)
Parsialitas manajemen kinerja (W4)
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+  Pegawai memiliki persepsi yang sama
akan tugas dan fungsi organisast (S5)

»  Pengalaman penyelenggaraan pemilu
(56)

»  Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)

«  Standar dan Maklumat Pelayanan

belum sepenuhnya dibuat (W6)

Sistem pengawasan atas pengelolaan
anggaran lemah (W4)

Sarana dan Prasarana terbatas (W8)
Pemanfaatan teknologi informasi belum
optimal (W9)

Loyalitas pegawai rendah (W10)

Pagu anggaran belum memadai (W11)

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunity

» Sasaran pokok pembangunan
demokrasi Indonesia (O1)

+  Animo partisipasi masyarakat dalam
pemilu tinggi (02)

»  Hubungan baik dengan Bawaslu,
DKPP dan lembaga penegakan
hukum lainnya (03)

+ Potensi pengembangan SDM (04)

«  Kesempatan pendidikan formal dan
diklat (O5)

«  Kemajuan Teknologi Informasi (O6)

Harapan masyarakat tinggi (O7)

Peraturan perundangan tentang sistem
pemilu mudah berubah (T1)

Opini publik mudah digeser (T2)

Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil
pemilu yang berakhir ricuh (T3)

Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar
pada bukti (T4)

Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)
Distribusi logistik terkendala kondisi
geografis (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat

ditempuh, vaitu:

1. Strategi Strength - Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan

mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
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Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang
jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandirr;

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,
penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegras.

2. Strategi Weakness - Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang

muncul dari lingkungan dengan fujuan mengatasi kelemahan.

o m

/e o

€.
f.

Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;

Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

Optimalisast pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3. Strategi Strength - Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan

jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a.

b.

Pemantapan  kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;

¢. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap
perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4, Strategi Weakness - Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi
organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a.
b.

e o

Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;

Pemantapan  kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institust terkait;
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan,
pengadaan, dan pendistribusian.
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BABII
VISL, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas
untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dun JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum
untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta
dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan
jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan
Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum
juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi
pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional
yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara
pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image
organisasi menjadi penyelenggara pemilihah wmum yang berintegritas, professional dan

mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2, Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu
yang Profesional,;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan
partisipatif;
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3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan
dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih
yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara
intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemiluy;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta
aksesable.

2.3, Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh
Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

oo LN

Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4.Sasaran Strategis Sasaran Strategis Komisi Pemiliban Umum

Dalam RPIM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah
meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024,
penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi
Indonesia, meningkamya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi
korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya
tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah
(skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka
sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun
kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyclenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai
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berikut :
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling
lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai
berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesckretariatan KPU ;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
¢. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;,
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu,
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinefja sasaran strategis sebagai
berikut :
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.,
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BABIII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.  Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 - 2025 telah ditentukan
tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap
ke-3, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia

yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Unfuk mencapai sasaran RPIMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik,
hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara
lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan
cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun
transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas
reformasi birckrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk
mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara

pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1)

Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan

pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif, (2) Pengaturan

yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan

Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas

lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong
proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada
lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil,
masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses'demokratisasi; (9) Pembentukan
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lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat
melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan
fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai
berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai
bagi kepentingan pemily; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai
politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,
pengaturan pembiayaan partai politk melalui APBN/APBD untuk membangun parpol
sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan
sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempumaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara
terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara
lain:  penguatan kebijakan sistem pengawasan infern pemerintah; penguatan pengawasan
terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-governmentuntuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan
yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,
antara lain; penguatan kebijakan e- government yang mengatur kelembagaan e-government,
penguatan  sistem  dan  infrastrukfur  e-government  yang  terintegrasi;
penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem
katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

¢. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan
kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan.
Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain; Pembentukan Pejabat Pengelola Informast
dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran
masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses
publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan
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Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan
karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasionai
a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang
ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian,
LPNK dan LNS), penataan kelembagaan intemmal pemerintah pusat dan dacrah yang
mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan,
penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar
lembaga baik di pusat maupun di dacrah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh
dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola
pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di
bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi
pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

¢. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif,

dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan
formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan
pembangunan dan instansi; penerapan sistem reknitmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis tcknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis
kompetensi didukung oleh makin efektifiiya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi
kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan
implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi
pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan
kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan public
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3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Satker KPU Kabupaten Karimun.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta
strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan
sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu
strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan,
perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).
Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang
bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi
Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah
strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam
rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif
pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders
terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang
dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan
Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran
peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditampilkan
pada gambar 13.
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Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 3 (tiga) program

dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini
merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program
(outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga
riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih
melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan
terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
lingkungan Setjen KPU.
Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data
Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi,
Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.
Arah kebijakan program ini mencakup :
1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,
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ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;

3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-
hari untuk KPU seluruh Indonesia,

4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
lingkungan Setjen KPU,

5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan
di lingkungan Setjen KPU;, '

6) Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinega Kegiatan
1 | Pelaksanaan Meningkatnya pembinaan Persentase meningkatnya kapasitas
kuntabilitas perbendaharaan pengetahuan/pemahaman para pejabat
Pengelolaan perbendabaraan pada KPU, KPU
administrasi Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam
keuangan di pengelolaan keuangan
Lingkungan Terlaksananya system akuntansi Jumlah laporan sistem akuntansi dan
Setien KPU dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan
Petunjuk pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU
Jumiah jukias/juknis pengelolaan
kenangan di lingkungan KPU
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Terselesaikannya permasalahan

Persentase penyelesaian permasalahan

pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan pada satker
KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
Tersusunnya laporan Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota
pertanggungjawaban penggunaan | yang menyampaikan laporan
anggaran pertanggungjawaban penggunaan
anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu
Fasilitasi Terlaksananya pembinaan Persentase pola pengelolaan logistik
Pengelolaan Data, | koordinasi tingkat satker dalam Pemilu di tingkat satker
Dokumentast, mengelola logistik pemilu
Pengadaan,
Pendistribusian, Terlaksananya pelembagaan SOP |  Persentase pelembagaan SOP
Pemelihareandan | penoelolaan logistik Pemilu pengelolaan logistik Pemilu
Inventarisasi
Logistik Pemilu

Tersusunnya standar logistik Persentase penyusunan standar logistik
Pemilu Pemilu
Terlaksananya pengendalian dan Persentase penyusunan administrast
pengaturan administrasi pengelolaan logistic
pengelolaan logistik
Persentase ketersediaan informasi
arsip dan dokumen pengelolaan
logistik pemilu
Tersedianya data kebutuhan Persentase jumlah, jenis, alokasi dan
logistik peruntukan logistik Pemilu yang tepat
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Pelaksanaan Tersedianya dokumen Persentase kesesuaian antara Renstra
Manajemen perencanaan dan penganggaran, dan Renja K/L dan RKA KL
Perencanaan dan koordinasi antar lembaga, data
Data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi
Persentase kemajuan penyusunan dan

pelaksanaan model dan pedoman
reformasi birokrasi dan tata kelola
KPU

Terwujudnya koordinasi antar
lembaga

Persentase fasilitasi kerjasama KPU
dengan lembaga lain

Fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya

Terwujudnya sistem administrasi

penyelenggaraan pemilu yang
tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang
target kinerjanya tercapai sesuai
dengan penetapan kinerja

Jumlah dokumen RDP yang tersedia
sesuai dengan tepat waktu
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Tersedianya data, informasi dan Persentase pemutakhiran data pemilih

sarana dan prasarana teknologi di tingkat kelurahan di seluruh

informasi Indonesia
Pengembangan teknologi informasi
dalam kepemiluan; (a) kajian e-voting,
e-counting dan e-recapitulation; (b)
penguatan sarana dan prasarana
perangkat teknologi informasi
kepemiluan

Tersusunnya rencana penerapan Jumlah sistem aplikasi yang digunakan

e- Govemment yang konkritdan | dalam penyelenggaraan Pemilu

terukur

Pembinaan SDM, | Tingkat ketepatan tertib Penataan organisasi, pembinaan dan
Pelayanan dan administrasi dan pengelolaan pengelolaan administrasi SDM
Administrasi SDM
Kepegawaian
Terlaksananya Diklat Teknisdan | Layanan peningkatan kompetensi
Diklat Struktural SDM
Terselenggaranya selekst PNS | Pelayanan pengadaan pegawai baru

secara transparan dan akuntabel
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Tingkat ketepatan proses Pergantian Antar Waktu anggota KPU

pelaksanaan pergantian antar Provinsi

waktu (PAW) Anggota KPU,

KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota dan KPU

daerah pemekaran

Dokumen kepegawaian Pengelolaan data base kepegawaian

Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
Terlaksananya penataan SDM

Terseleksinya Anggota KPU Seleksi Anggota KPU Daerah

Daerah Pemekaran Pemekaran

Tersusunnya/Revisi Rancangan peraturan KPU tentang

peraturan/Keputusan KPU kepegawaian

Bidang Kepegawaian
Penyelenggaraan | Meningkatnya kualitas Persentase pemenuhan kebutuhan
Operasional dan pelayanan administrast sarana dan prasarana administrasi
Pemeliharaan perkantoran penunjang kinerja pegawai
Perkantoran (KPU)

Meningkatnya akuntabilitas Persentase pengadministrasian BMIN

penatausahaan Barang Milik KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke

Negara KPU Nasional dalam aplikasi SIMAK
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Terwujudnya pengelolaan Jumlah KPU Kab/Kota yang

persediaan (Stock opname) melaporkan persediaan asset
berdasarkan stock opname dengan
tepat waktu

Meningkatnya kapasitas personil | Persentase ketepatan dan tertib

pengelola BMN administrasi pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut

Meningkatnya tertib administrasi | Persentase ketepatan dan tertib

laporan BMN KPU Nasional administrasi review laporan BMN
KPU

Tersedianya peraturan KPU Persentase ketepatan penyusunan

terkait kearsipan dan pedoman
lainnya yang sesuai dengan
aturan yang lebih tinggi

regulasi kearsipan KPU

Meningkatnya pengelolaan dan Persentase jumlah arsip yang dikelola
penerapan kearsipan sesuai sesuai dengan penerapan kaidah
kaidah kearsipan kearsipan

Meningkatnya kapasitas personil | Persentase sosialisasi dan penerapan
dalam penerapan Elektronik sistem kearsipan elektronik di KPU
Sistem Kearsipan di KPU Provinsi

Provinsi
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Meningkatnya akuntabilitas

Persentase jumlah satker KPU Daerah

penataan, pendataan dan (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip
penilaian arsip sesual aturan kearsipan

Terpenuhinya sarana pendukung | Persentase ketersediaan dukungan
untuk pengadaan barang dengan sarana dan prasarana e-Procurement
e-procurement

Meningkatnya kualitas Persentase penyerahan hasil notulen
penyelenggaraan keprotokolan, rapat yang tepat waktu (3 hari)
persidangan dan perpustakaan

Persentase terfasilitasinya keprotokolan

dalam pendampingan kegiatan-
kegiatan pimpinan
Meningkatnya layanan Persentase keberhasilan
dukungan pengamanan penanggulangan gangguan keamanan,
peningkatan kapasitas personil anggota
keamanan yang ber KTA dan kegiatan
KPU berjalan aman dan nyaman
Pemeriksaan di Tersusunnya laporan hasil Persentase penurunan kasus terhadap
lingkungan Setjen | pemeriksaan penyelewengan keuangan, pegawai
KPU, Sekretariat
Provinsi dan
Sekretariat Tersusunnya laporan hasil Persentase pengaduan masyarakat
Kabupaten/Kota pemeriksaan dengan tujuan yang ditindaklanjuti

tertentu

31




Tersusunnya laporan hasil Persentase penyelesaian rekomendasi
tindak lanjut pemeriksaan BPK, | BPK, BPKP dan APIP yang

BPKP dan APIP KPU ditindaklanjuti
Tersusunnya laporan hasil Persentase KPU Provinsi dan KPU
evaluasi LAKI P Kabupaten/Kota yang mendapatkan

nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

Tersusunnya Japoran hasil Kualitas penyusunan laporan
review laporan keuangan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan hasil Persentase penganggaran KPU yang
review RKA K/L efektif dan efisien

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program
(outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk
memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfingsi dengan baik. Arah kebijakan program ini
adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umumy/Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
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Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KPU
No. | Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 | Penyelenggaraa | Meningkatnya Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi
n Dukungan dukungan sarana | pejabat dan operasional pegawai
Sarana dan transportasi/mobilit
Prasarana Meningimtﬁya Persentase pemenuhan dukungan sarana dan
pemenuhan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
peralatan dan
fasilitas
petkantoran
Meningkatnya Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan
pemenuhan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB
kebutuhan pembangunan gedung KPU
gedung/bangunan
KPU Nasional

Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung
KPU Pusat

Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di
KPU Daerah

Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

¢. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik’
Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program
foutcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU,
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pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya
penyelenggaraan tahapan pemilu.
Adapun indikator kinefja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan
penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan
penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian
dokumentasi dan informasi hukum.
Arah kebijakan program ini mencakup :
@ Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian
informasi hukurmn, advokasi hukum, dan penyulubannya.
b) Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik
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No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Penympan Meningkatnya kualitas Persentase ketepatan waktu
penyusunan rancangan Peraturan KPU dan|harmonisasi dan penyusunan
Rancangan Keputusan KPU yang sesuai (PKPU dan keputusan KPU
Peraturan KPU, dengan ketentuan Persentase peraturan KPU dan
Advokasi, pembentukan peraturan keputusan KPU yang sesuat
Penyelesaian perundang-undangan format peraturan perundang-
Sengketa dan undangan
Penyuluhan Persentase Provinsi yang
Peraturan mendapatkan penyuluhan
Perundang- peraturan KPU
undangan yang Persentase ketepatan waktu
berkaitan dengan penyuluban
penyelenggaraan
pemilu.

Menmgkatnya kualitas Persentase penyelesaian

rancangan Peratiran KPU dan|sengketa hukum yang

Keputusan KPU yang sesuai  |dimenangkan

dengan ketentuan Persentase penyiapan bahan

pembentukan peraturan kajiar dukwngan untuk

perundang-undangan pertimbangan/ opini hukum dan
penyelesaian dengan tepat waktu
Tersedianya pedoman teknis
penyusunan pelaporan dana
kampanye, audit dana
kampanye, verifikasi partai
politk dan anggota DPD
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No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pemangku
kepentingan yang menerima
bimbingan /pelayanan
penyusunan lapo ran dana
kampanye, audit dana
kampanye, pendaftaran Partai
Politik dan Anggo ta DFD

TeHaksananya pe hgelolaan
dokumen produk hokum

Te Hak sananya pe nyediaan
dan penyajian do kumentasi
dan info rmasi hukum yang
mutakhir

Fasilitasi
Pelaksanaan
Tahapan Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan
Wakil Presiden,
Pemilukada,
Publikasi dan
Sosialisasi serta
Partisipasi
Masyarakat dan
PAW

Meningkatnya kualitas
dukungan teknis dalam
Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
serta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota
DPR

dan DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD

Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan

dalam waktu 5 hari kerja

Jumlah Provinsi dam
Kabupaten/Kota
yang telah membentuk PPID

Jumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

yang telah melakukan penataan
dan

pengisian Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk
/Pemekaran

Jumlah penataan daerah
pemilihan pasca Pemilu 2014

pasca Pemilu 2014

Jumlah data serta dokumen
Pemilu, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta
Pemilukada

Jumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilukada
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3.3.

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah kegiatan Pendidikan
Pemilih

Persentase penyampaian
informasi dan

publikasi serta sosialisasi pada
Pemilu

dan Pemilukada

Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai
Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan
teknis yang merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemllu, kebijakan
teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.
Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :
1). Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2). Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan
Pemilu).
Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :
I Terkait dengan Tahapan Pemilu
A. Pemilu Nastonal (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
1). Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara
serentak;
2).  Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3). Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4). Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5). Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6). Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pernilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;
7). Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden;
8). Nomma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan
pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;
9). Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu
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Presiden;
10). Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta
penetapan calon terpilih

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1). Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara
serentak;

2). Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

3). Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4). Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

5). Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

6). Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gﬁbernur,
Bupati dan Walikota;

8). Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota;

9). Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati

10). dan Walikota;

11). Rekapitulasi perolchan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
a. Peraturan tenfang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran,
b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban,
¢. Peraturan tentang kepegawaian;
d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar
organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU
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akan terus dilakukan melalut upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemily;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit ketja Eselon I danII;

€. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata

laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang Professional, berintegritas dan berkinerja
sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan
kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efekfif dengan stakeholders dan/atau
pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas
pembangunan.

h. Penguatan kerjasama dengan Iembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara
pemilu negara sahabat, bilateral dan multilaterial serta media. Pada Tahun 2020-2024 KPU berencana
akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam neger maupun luar
negerd.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas,
integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di
Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
KPU merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, yaitu
Universitas Indonesia, Univeristas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Univeristas Airlangga,
Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan dengan
Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam
menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu
Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election
Commission of The Russian Federation, Flection Commission of India, Institute Federal Electoral
Mexico dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran
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membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA)
tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum
presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubemur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan
kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliementary Center
tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetabuan di bidang kepemiluan dan pembentukan
Electoral Research Instittute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program
pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan Building Resources In
Democracy, Govemnance And Election (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan,
sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota
DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024; 6) Institut
Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu
anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden talm 2019,

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU
akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan
umum tahun 2024, 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemiliban umum tahun
2024; 3) Metro TV dam Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi
pemilihan umum tahun 2024; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi
pemilihan umum tahun 2024; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi
pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran
informasi pemilihan umum tahun 2024; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan
penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024,

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di
Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama
dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi
Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2024, Untuk mensukseskan
penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar
Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2024 yang akan
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan TLuar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara
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Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN),

. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta

melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Luar Negeri;

. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta

Pemilu tahun 2024, dan menyelenggarakan administrasi, kevangan, logistik, dan distribusi yang
berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi
dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan

BABIV

Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dalam kurunwaldu 2020 - 2024
disajikan sebagai berikut: :

Target Kinegja 2020 2024

2020 211 2 223 224
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
mmmmm ﬁaﬂaharm - pmgaammp;.rmzm:nmp;abat 6% | 6% ™| % 8%
di linglamgan Setien KPU pabendatyram dalam penpelolamm
kewemgan
Terladksamanya sytemelumtans | Jumlah Japoren system almtansi dan
dan peliporon kevangan pelspamkemngzn 2 2 2
Lap Lap Lap Lap Lap
Petonjuk pengelolazn kevangan di
Iinghamgam KPU
Juenlah juklasfukns penpetolam kewrmgmm 2 2 2
di linghumgan KPU Tk - - - Tl
nis is ms i 1nis
;@O]aan kﬂy::m dalam pm;ﬁgmmm pochsetleer 5% 6% Tha 8% 0%
KPUKab/Kota
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P Kesi g Kesi Indikator Kinesia Kedi Yerget Kinesj
2020 2021 202 2123 2024
Tersusimnya laporan Jumlah Penyampesken laporan 1 1 1 1 1
pertanggungiawahon perggimaan|  pertmpgungiawabin pengrzn Lap Lap lap Lap Lap
EnggATm anggaran{e- LPPA) yang tepat waktu dom
valid
Fasifitasi Pengedolaan Data, Terleksanenya pembinem Persentzxse pola pengelolaan logistik Pemiln - -y 1009 - e
Dotaunentas, Pengadam, koondinas tingket satkerdalam | di tingleat satker © o C ¢ o
Penlistitasian, Pemetharamdian | mengelola logistik pemity
Tnventarisasi Logistik Pemitu
Talsksmanya pdanbagam Perseniase pelembagaan SOP pengelolaan | 70% W 100% ® 0%
SOP pengelolam logistik logistik Pernilu
Pemilu
Tersusanmya standar Jogjstk Persantase perysumen stemdr Topiatik. 4 24 Ao B %
Pemilu Pernilu
‘Terlalsananya pengendnlian Persentase penyustmen administrasi e % 95% %% 0%
dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
pengelolamn logistikc
Persentase ketersexhiaan infarmad arsip e 8% 100%% 0% s
dam dokumen pengelolem logistik pemitn
Tersedianya data ketxtuban Persattase jurnlih, L Jjenis, alokasi dan (40 0 A% 100% 100%
Togistik Petnitn yang abarat perunfukan logistik Pemit yong tepat
Pelaksanaan Mimgjemen Tersediznya dokumen Persertrse kesesugian antara Renstadan.— [75% 177,50 7730 [77,50 77,50
Perencaram dan Deta perencana dm RexjaK/L dan RKAKL b b
penganggarn, koordines antr % % % %
lembaga, dita dem mftormesd
evaluasi
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2020 2021 y:ir2) 2023 2024
Persentase kernajuan penyusiman dan 10084 10(%% 100%% 10086 10026
peloksanann model dm pedomn
reformnsi birohvasi dim tat kelola KPU (pe (e (e (pe
ner e Inera nern
pem) ipert) [pet) [per)
Tavwarjudnya koordinas antar Persentase: fixslitasi kegjasama KPU (75% 177,50 7750 77.50 77,50
lembegn dengzn Jembagn lain
e % 0% % %
Faxsititasi pembentukem lermbagn riset 100%% 100% 100% 100%
Terwugjudnya sisterin Pessentase laporan manitoring dn [15% 7750 (71,50 (71,50 7750
administrast penyelenggmaan evalvasi yang akuntabe dem tepat wakin s L, X
pesmilu yang tertih, efekif dan % i % %
efisien
PermmscKPUKahJ;ﬁm yangtarget  [60% 65,00 650 (75,00 75,00
mldxnja % i % %
Jumish dokumen RDP veng tersectin 12 12 2 2 12
g et Dok Dok Dek Ddk Ddk
Tersedianyadata, nformesidan | Persentase permitakhimn dida pemnitihdi— |100% 100%% 100% 10024 100%
semama dan prasorena tdouologd. | tmpkatkelrahan di sehmeh ndenesia
formasi
Pengembangan tdmologi nfamest [Perbex
dalmn kepemilien: (a) kajion e-voting, e-
counting dan e-recapitulation; (b) kan
penguatan sarana dan presimana paEngkat desien
sknclogi informas kepemihen
demy
i
evo
i
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B Kesi S Kexi Todiketor Kineria Keoi Terget Kiner
2020 amt 2022 y.irx} 204
Tersuumnya rencarg Jumloh sitem aplikas yang digmoken |4 1 1 ] 3
penerapan & Govertrment dalom penyelenggeman Pemilu . . . ' .
yang konkit din tesular Apli Apli Apli Agii Apli
Pembinam SDM, Pedayarendan | Tingkat ketepatan tertib Penatren arganisas, pembinsan dan 00%% 0026 X 00 X%
SDM
Terlaksenanya Diklat Teknis Layanan pertingketan karmpetens SDM. [100% 10024 10024 100% 100%
dan Diklat Stnzktral
Terselenggaranya seleksi PNS Pelaysnan pengadasn pegawai bama 1002%% 10026 100Re 100%% 1005
secara transperen dan
alartabel
Tingkat ketepatan proses Pergantin Anter WektuanspotaKPU - (85% 85% B3% 85% 85%
wakiu(PAW) Angoota KPU,
KPU Provinst, KPU
Kahupaten/Kota dm KPU
daersh pemekeren
Dokazzren kepegawaim Fengelolnan data base kepegawaian 10026 10024 100% 10004 1004
Terlaksmnanya ketatataloomam STV
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Target Kinerja
2020 2021 2022 023 24
100% 10004 100%% 100% 100%
100 100% 100%% 10096 100%%
9086 85% 85% 85% 8%
0% [75% 10026 102 1026
Tetw@xhyapmgdokm Jamilsh KPUKabvKola yanganebporkan.  [300 1400 1511 511 511
persadiazn (Stock opname) persadiaan asset berchasarien stock
opoamedengan tepet wakin
Meningkehiya kapositas personil | Persentase ketepatin dam fertih [75% 10025 10025 10245 10084
pengelola BMN admiristrasd pelaksmaan evaluas tndak
langut
Meningkatnya tertibadministes | Persentaseketepetm dantestib [753% 100% 100% 100% 100%
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Sasaren Kegiatan Tndilator Kinerja Kegiatan Target Kinetja
220 2021 p.172) 2023 2024

Tersadianya peraturan KPU Persentascketepatan penyimman reguitas. |1 1 1 1 1
Ieitmya yeng sesizi dengan PKPU [FKPU FRPU [PKPU [PKEU
auren yang lebth tnggi
Meningketnya pangelolamdan | Persentase jumnish arsip yemg dikelola 50% 60246 [A0%% Yo 90%%
Jonidah kearsipem, kearsipen
Meningkatnya kapeasitas personil | Persentase sosialisas] dam penerapen 5004 55% 60P% (A% B0%
dalam penerapan Elektromk sistern kesrsipan elekirenik di Katupaten
Ststem Kearsipan i KPU
Provinsi
Meiingkatiyn skurdahitins Persertase jumbzh pengelolaon ardp 50%% 60P% Ll 8% X%
peniataant, pendataan dan sesua aturem kesrsipem
peanlsimarsip
Tepenuhinys swama pendulamg | Persenfase ketersedizndilamgm sarana. (9024 XNo 0% X% %6
untuk pengadasm berang dengan | dan praserana eProcurement
eprocurement
Meningkatmya kit Preetrepayeshm eslnobdenmpet 1% [79% @% a0 [85%
penyelenggarnan keprotokolan, | yang tepat wakhu (3 har)
persidangan dan prpustzkaan

Perseitnse terfasilitasinya keprotokolm— |75% 75% B0% R0%% 85%4

pun;mm
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B Kegi 3 Kexi Todiktor Kineria Ko Target Kinci
2020 221 2122 2A123 2024
Meningkatnya layyaem dibemgrm|  Persenfase keberbositn perpmgprdingm. 9086 0% 0% 95% 5%
pengaimanan gmgguankemmu,perﬁnglman
kapasitas persort] angpota kearnarem
yang ber KTA dan kegiaton KPU
berjalen aman deannyaman,
Pemeriksaan di lingkungan Tﬂmﬂmyalammlf_ﬁl Pasaﬂmapmmmmkmstaiﬂhp 15% 17% 18% (%% 25%
Setien KPU, Sckretariat | honcosnangntgin | payelesergmkam, penv
Provinsi dan Sekretariat
Kabupaten/Kota
Tersustmmya Japoren hasl Persantase pengaduam mesyarmkat g 165% 674 [AP4 [73% 804
perneriksaan
Program Peningkaten Saram don Presarana Aparatir KPU
Penyelenggaraan Meningkatnya dukungan | Persentase pemenuhan kendaraan 0% 100% 10%s 162% 104
Dukungan Sarana dan sarana bermotor bagi pejabat dan
Prasarana transportasi/mobilitas operasional pegawal
pegawai
Meningkatnya Persentase pemenuhan dukungan 100% 100% 100% 100%
pemenuhan peralatan sarana dan prasarana
dan fasilitas i
perkatoran Mebelair/Hlekironik Kantor KPU
Matingtatnya papahen | Persardnae tersedianyaterbelinya tansh 1002%
kebuihan  gehmgoengunen unhik pembangimen gecimg KPU Pusat
KPU Nasional dan Designdan RAB permbangumean
gedung KPU
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Target Kineja

2020 2001 2022 2023 2024
1
55% 03% 05% 95% 93%4
Persentase perouran KPU dmkeputssan— [95% 100% 10026 100% 100%
KPU yang, sesuad formmat peratimin
penaxdampgmdimgen
Persentase Provinsi yang mendapatkan 100% 100%% 100% 10086 100%
penyuluhim pestizm RPU
Pemtiman Penmdeng-undamgan | Meningkatuya kualitas Persenase ketepatan wakin penyutuhen 8% % 8% 8Pb 8%
yang berkaitan dengem pe:ﬁ:nlm@n/o;ﬁﬁhﬂmnt’ﬂn
pentyelengpzrman peril penyetesaian sengketa fedam
Persentase penyelesaian sengheta holonm 8% L) 150 8Re 8Ro
yang direnangkem
Pe:-sa'llmepm}'ianmhatnn 36% P% 8% 470 8%
hokum den permyelesaian dengan tepet weldu)
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220 2021 y.i)2) m 2024
Terlaksananya dulamgan ketatsestoem % A% 91% 91% 91%
yang hendal {oepet, tepet dn aauret)
Jimlsh Provins dam KabupeteryKota 24 0 0 35
yang mengfiati Bimiek Pernihikada
Fasilitnci Pedrkeryen Tehopen Meningkatnya kuslitas chiamean | Jsnlzh Provins dan Kebupetew/Kotn 24 0 0 346
Pemnilu Legjslatif, Pearitu Presiden | tekanis dalam Peritu Legisafif, | yang mengikiti Bimfek Penrhsiadn
dn Wakil Presden, Pemnibdoxda, | Premilu Presklen dan Wakil
Partisipasi Mixyerdkat dn PAW | Dacrahdan Welkdl Keprila Dacvaly
Fasilitasi monitorme dm supervisi 100% 100%% 100%
peloksiaan permibikada dan penitu
Jegislative dan Presiden Presiden/Wakil
Prosatase proses PAW angenta DPR dan 1 1 1 1
DPD, DPRD Provinstdm DFRD
Katnpaten/Kota dapat diselesikan dalam

wektu 5 heri kerja
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